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ABSTRACT 
 
This thesis discusses the implementation issues of Internal Control Systems to Achieve Fiscal 
Management Effective, Efficient and Non Corruption (Financial Management Case Study Against the 
Provincial, District and City of West Kalimantan in 2010). From the results of research using the 
method of normative legal research concluded that: 1. Cause of the weakness of the Internal Control 
System and Non-compliance with laws and regulations in the financial management of the Provincial, 
District and City of West Kalimantan in 2010, is generally due to the responsible officials negligent, 
inaccurate, and not optimal in carrying out their duties and responsibilities . In addition, the loss 
generally occurs due to local officials responsible for failing to comply and understand the applicable 
regulations and weak in monitoring and control. 2. Efforts to improve the functioning of internal control 
in financial management to be more effective, efficient and free of corruption into the future requires a 
strong commitment from all elements of the government's internal control apparatus comprising: Audit 
Board of the Republic of Indonesia (BPK RI); Inspector General or any other name that is functionally 
implement internal controls; Inspectorate provincial Inspectorate and district / city, so earnestly and 
consistently perform consistently Government Internal Control System (SPIP) as stipulated Nomo 
Government Regulation 60 of 2008 on Government Internal Control System. Further recommended 
because of the occurrence of cases of internal control system weaknesses (SPI) and non-compliance 
with laws and regulations regarding Local Government Finance Report (LKPD) that cause financial loss 
to the State / Regional, because there is no other optimal implementation of the internal control 
functions as mandated by Rule Government Nomo 60 of 2008, then to obtain an unqualified assessment 
of the Local Government Finance Report (LKPD), then the entire Provincial Government, District 
Government and Municipal Government in Indonesia, should really menyajikann and expressed 
naturally in all things material and financial information in the financial statements of their area to be 
used by the users of the financial statements and assessed according to standard assessment by the Audit 
Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). 
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ABSTRAK 
 
Tesis ini membahas masalah Pelaksanaan Sistem pengendalian Internal Untuk Mewujudkan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Bebas Korupsi (Studi Kasus Terhadap 
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010). 
Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa : 1. 
Penyebab terjadinya kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di 
Kalimantan Barat tahun 2010, pada umumnya dikarenakan pejabat yang bertanggung jawab lalai, 
tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, 
kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan 
memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. 2. 
Upaya meningkatkan fungsi pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih 
efektif, efisien dan bebas korupsi ke masa depan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh unsur aparat 
pengawasan intern pemerintah yang terdiri atas: BPKP; Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara 
fungsional melaksanakan pengawasan intern; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota, 
agar dengan sungguh-sungguh melaksanakan secara konsekuen dan konsisten Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2008 Tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Selanjutnya direkomendasikan karena terjadinya kasus-kasus kelemahan sistem 
pengendalian internal (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkenaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) yang menimbulkan kerugian terhadap Keuangan Negara/Daerah, tiada lain dikarenakan belum optimalnya 
pelaksanaan fungsi pengendalian internal sebagaimana diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2008, maka 
untuk mendapatkan penilaian yang Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD), maka seluruh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Indonesia, harus benar-benar 
menyajikann dan mengungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan 
dalam laporan keuangan daerah mereka agar dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan dan 
dinilai sesuai standar penilaian oleh BPK RI. 
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Latar Belakang 
Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, pengawasan terhadap 
pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting untuk ditingkatkan agar anggaran pendapatan dan 
belanja daerah benar-benar dapat dikelola secara efektif, efeisien, dan mencapai tujuan yang diharapkan 
(direncanakan). Hal itu, bersesuaian dengan amanah undang-undang di bidang keuangan negara yang 
membawa implikasi terhadap perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan 
transparan. Prinsip ini hanya bisa dicapai jika seluruh penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi 
Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, 
dilakukan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien. Maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat 
memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat 
mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, 
mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini 
dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa 
keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi 
Instansi Pemerintah tersebut. 
Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian intern pemerintah 
secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Atas dasar ketentuan ini, Pemerintah telah 
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Than 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran 
bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, 
serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.  
Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang 
berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan 
aspek biaya manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, 
dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif. 
Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengacu pada unsur Sistem 
Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi: 
a. Lingkungan pengendalian, di mana Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus 
menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan 
mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. 
b. Penilaian risiko, di mana pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang 
dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. 
c. Kegiatan pengendalian, untuk membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi 
Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian 
tujuan organisasi. 
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d. Informasi dan komunikasi, dimana nformasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan 
Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan 
sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah 
melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. 
e. Pemantauan, untuk menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa 
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. 
Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah (SPIP).  
Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang 
berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 
Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber 
daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. 
Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, 
sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan dan konsultansi SPIP, serta peningkatan 
kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. 
Berdasarkan Pasal 47 PP No. 60 Tahun 2008, Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan 
bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di 
lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian 
Intern dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi 
Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP. 
Pengawasan intern, dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, melalui: audit, 
reviu, evaluasi, pemantauan; dan kegiatan pengawasan lainnya.
1
 Aparat pengawasan intern 
pemerintah terdiri atas: BPKP; Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional 
melaksanakan pengawasan intern; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
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BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan 
tertentu yang meliputi: a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. kegiatan kebendaharaan umum negara 
berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan c. kegiatan lain 
berdasarkan penugasan dari Presiden.  
Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf 
b, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya. 
Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern 
melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi 
kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
                                               
1
 Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Than 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 
2 Pasal 49. 
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Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka 
penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. 
Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka 
penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. 
Dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota, ternyata meskipun 
sudah dilakukan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten/Kota, namun dari hasil pemeriksaan 
BPK RI, tetap saja ditemukan sejumlah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan 
diindikasikan merugikan keuangan Negara. 
Kenyataan itu, terbukti dari Ichtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Semester II (IHPS II) 
Tahun 2011 terhadap 158 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2010 atas 
pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Cakupan pemeriksaan atas 158 LKPD tersebut meliputi Neraca dan 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rekapitulasi nilai Neraca LKPD dengan rincian Aset senilai  Rp 256,25 
triliun, Kewajiban senilai Rp  2,67 triliun, dan Ekuitas senilai Rp 253,57 triliun. Pada LRA, rincian 
Pendapatan senilai Rp 100,76 triliun, Belanja senilai Rp 98,48 triliun, dan Pembiayaan Neto senilai Rp 
10,81 triliun.
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BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 2 (dua) entitas (Kota 
Lhokseumawe dan Kabupaten Luwu Utara), opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 70 entitas, 
opini tidak wajar (TW) atas 14 entitas, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 72 entitas.  
Pemeriksaan terhadap 158 LKPD juga menemukan 1.796 kasus kelemahan SPI. Selain opini dan 
temuan SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan sebanyak 2.585 kasus dengan kerugian Negara senilai Rp 1,72 triliun. Dari temuan 
ketidakpatuhan tersebut, temuan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan 
penerimaan, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan 
senilai Rp 19,10 miliar yaitu temuan kerugian senilai Rp 13,90 miliar, potensi kerugian senilai Rp 
1,94 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp 3,25 miliar. Sementara sisanya yang belum 
dilakukan penyetoran diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 
Dari 70 entitas yang mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sebanyak 15 
entitas diantaranya adalah : Provinsi. Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas 
Hulu, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, 
Kabupaten Melawi, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten 
                                               
3 Ichtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Semester II Tahun 2011, Hlm. XXI. 
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Sekadau, Kabupaten Sintang, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang. Berati sejak tahun 2006 sampai 
tahun 2010 kelima belas entitas tersebut selalu mendapatkan opini WDP, artinya masih terdapat 
kelemahan sistem pengendalian internal ataupun ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dalam 
pengelolaan keuangan daerah.
4
  
Terjadinya kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap 
perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian teprhadap keuangan Negara/daerah di atas, 
menurut pendapat penulis, langsung maupun tidak langsung dikarenakan masih lemahnya pelaksanaan 
pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten/Kota di tingkat daerah. 
 
Permasalahan 
Bagaimana meningkatkan penguatan fungsi pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah 
agar lebih efektif, efisien dan bebas korupsi ke masa depan? 
 
 
Pembahasan 
Upaya meningkatkan fungsi pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah agar 
lebih efektif, efisien dan bebas korupsi ke depan  
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah. pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Substansi inti 
dari peraturan pemerintah ini, antara lain menentukan sebagai berikut: 
1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan 
Pengawasan Intern 
a. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. 
b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah 
Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
c. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam 
rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai 
                                               
4 Sumber : No 20 Lampiran  9 Ichtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Semester II Tahun 2011. 
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dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk  
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 
2. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
SPIP terdiri atas unsur:  lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan 
pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan pengendalian intern. Penerapan 
unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. 
a. Lingkungan pengendalian 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan 
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem 
Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: penegakan integritas dan nilai etika; 
komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur organisasi 
yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 
penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; 
perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan hubungan kerja yang 
baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 
Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan: menyusun 
dan menerapkan aturan perilaku; memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada 
setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah; menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas 
penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku; 
menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian 
intern; dan menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis. 
Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan: mengidentifikasi 
dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-
masing posisi dalam Instansi Pemerintah; menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan 
fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah; menyelenggarakan pelatihan dan 
pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi 
pekerjaannya; dan memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial 
dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah. 
Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan: 
mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan; menerapkan manajemen berbasis 
kinerja; mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP; melindungi atas aset dan informasi 
dari akses dan penggunaan yang tidak sah; melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat 
pada tingkatan yang lebih rendah; dan merespon secara positif terhadap pelaporan yang 
berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. 
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Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya 
dilakukan dengan: menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah; 
memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah; memberikan 
kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah; melaksanakan 
evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan 
lingkungan strategis; dan menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi 
pimpinan. 
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sekurang-kurangnya 
dilaksanakan dengan memperhatikan: wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai 
dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah; 
pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang 
diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan pegawai 
yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan 
wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP. 
Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya 
manusia dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal: penetapan kebijakan 
dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai; penelusuran latar 
belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan supervisi periodik yang memadai terhadap 
pegawai. 
Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya 
harus: memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas 
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; memberikan 
peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas 
dan fungsi Instansi Pemerintah; dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Hubungan kerja yang baik dengan 
Instansi Pemerintah terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi 
Pemerintah terkait. 
b. Penilaian Risiko 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri 
atas: identifikasi risiko; dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi 
Pemerintah menetapkan tujuan Instansi Pemerintah; dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 
Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat 
dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah wajib dikomunikasikan 
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kepada seluruh pegawai.  Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah, pimpinan Instansi 
Pemerintah menetapkan: strategi operasional yang konsisten; dan strategi manajemen 
terintegrasi dan rencana penilaian risiko. 
Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sekurang-kurangnya dilakukan dengan 
memperhatikan ketentuan sebagai berikut: berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi 
Pemerintah; saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya; 
relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah; mengandung unsur kriteria 
pengukuran; didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan melibatkan seluruh 
tingkat pejabat dalam proses penetapannya. 
Identifikasi resiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan: menggunakan metodologi 
yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara 
komprehensif; menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor 
eksternal dan faktor internal; dan menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. 
Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah 
diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah 
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. 
c. Kegiatan Pengendalian 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai 
dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang 
bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian) sekurang-kurangnya memiliki 
karakteristik sebagai berikut: kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi 
Pemerintah; kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko; kegiatan 
pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah; kebijakan dan 
prosedur harus ditetapkan secara tertulis; prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan 
sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk 
memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. 
Kegiatan pengendalian terdiri atas: reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; 
pembinaan sumber daya manusia; pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; pengendalian 
fisik atas aset; penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; pemisahan fungsi; otorisasi 
atas transaksi dan kejadian yang penting; pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi 
dan kejadian; pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; akuntabilitas terhadap 
sumber daya dan pencatatannya; dan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern 
serta transaksi dan kejadian penting. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan 
dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan. 
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Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia. Dalam 
melakukan pembinaan sumber daya manusia, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-
kurangnya: mengkomunikasikan nisi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai; 
membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung 
pencapaian nisi dan misi; dan membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan 
dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, 
ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir. 
Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan 
akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 
meliputi: pengendalian umum; dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum terdiri atas: 
pengamanan sistem informasi; pengendalian atas akses; pengendalian atas pengembangan dan 
perubahan perangkat lunak aplikasi; pengendalian atas perangkat lunak sistem; pemisahan tugas; 
dan kontinuitas pelayanan. 
Pengamanan sistem informasi sekurang-kurangnya mencakup: pelaksanaan penilaian 
risiko secara periodik yang komprehensif; pengembangan rencana yang secara jelas 
menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya; 
penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan; 
penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas; implementasi kebijakan yang efektif atas 
sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan pemantauan efektivitas program 
pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan. 
Pengendalian atas akses sekurang-kurangnya mencakup: klasifikasi sumber daya sistem 
informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya; identifikasi pengguna yang berhak dan 
otorisasi akses ke informasi secara formal; pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk 
mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan pemantauan atas akses ke sistem 
informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.  
Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 huruf c sekurang-kurangnya mencakup: otorisasi atas fitur pemrosesan 
sistem informasi dan modifikasi program; pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat 
lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan penetapan prosedur untuk memastikan 
terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak. 
Pengendalian atas perangkat lunak sistem sekurang-kurangnya mencakup: pembatasan 
akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas 
otorisasi akses; pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak 
sistem; dan pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem. 
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Pemisahan tugas sekurang-kurangnya mencakup: identifikasi tugas yang tidak dapat 
digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut; penetapan 
pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan pengendalian atas kegiatan pegawai 
melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan reviu. 
Kontinuitas pelayanan sekurang-kurangnya mencakup: penilaian, pemberian prioritas, 
dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan 
sensitif; langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya 
operasi komputer; pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi 
kejadian tidak terduga; dan pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak 
terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. 
Pengendalian aplikasi terdiri atas: pengendalian otorisasi; pengendalian 
kelengkapan; pengendalian akurasi; dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan 
file data. Pengendalian otorisasi sekurang-kurangnya mencakup: pengendalian terhadap 
dokumen sumber; pengesahan atas dokumen sumber; pembatasan akses ke terminal entri 
data; dan penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang 
diproses telah diotorisasi. 
Pengendalian kelengkapan sekurang-kurangnya mencakup: pengentrian dan pemrosesan 
seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan pelaksanaan rekonsiliasi data 
untuk memverifikasi kelengkapan data. Pengendalian akurasi sekurang-kurangnya mencakup: 
penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data; pelaksanaan validasi data untuk 
mengidentifikasi data yang salah; pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang 
salah dengan segera; dan reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan 
validitas data. 
Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sekurang-kurangnya 
mencakup: penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi 
terkini digunakan selama pemrosesan; penggunaan program yang memiliki prosedur untuk 
memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan; 
penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header labels 
sebelum pemrosesan; dan penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.  
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas asset. Dalam 
melaksanakan pengendalian fisik atas aset pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan, 
mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai: rencana identifikasi, 
kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan rencana pemulihan setelah bencana. 
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Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran 
kinerja. Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja, pimpinan 
Instansi Pemerintah harus: menetapkan ukuran dan indikator kinerja; mereviu dan melakukan 
validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja; mengevaluasi 
faktor penilaian pengukuran kinerja; dan membandingkan secara terus-menerus data capaian 
kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut. 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemisahan fungsi. Dalam melaksanakan 
pemisahan fungsi, pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama 
transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang. 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian 
yang penting. Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting dimaksud, 
pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan 
ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai. 
Pimpinan Instansi Pemerintah juga wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat 
waktu atas transaksi dan kejadian. Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu, 
pimpinan Instansi Pemerintah perlu mempertimbangkan: transaksi dan kejadian diklasifikasikan 
dengan tepat dan dicatat segera; dan klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam 
seluruh siklus transaksi atau kejadian. 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib membatasi akses atas sumber daya dan 
pencatatannya dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. Dalam 
melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, pimpinan Instansi 
Pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan 
reviu atas pembatasan tersebut secara berkala. Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber 
daya dan pencatatannya, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menugaskan pegawai yang 
bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan 
reviu atas penugasan tersebut secara berkala. 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas 
Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Dalam menyelenggarakan 
dokumentasi yang baik pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, 
dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian 
Intern serta transaksi dan kejadian penting. 
d. Informasi dan Komunikasi 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan 
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi 
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wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif 
pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya: menyediakan dan memanfaatkan 
berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui 
sistem informasi secara terus menerus. 
e. Pemantauan 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. 
Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, 
evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. 
Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, 
pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. 
Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian 
efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat 
pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat 
dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah No. 60 
Tahun 2008. 
Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan 
dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya 
yang ditetapkan. 
3. Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal 
a. Umum 
Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas 
efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. Untuk 
memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan: pengawasan 
intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas 
keuangan negara; dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. 
b. Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah  
Pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat 
pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui: audit; reviu; evaluasi; 
pemantauan; dan kegiatan pengawasan lainnya. 
Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas: BPKP; Inspektorat Jenderal atau nama 
lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat 
Kabupaten/Kota.  
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BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan 
tertentu yang meliputi: kegiatan yang bersifat lintas sektoral; kegiatan kebendaharaan umum negara 
berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan  kegiatan lain 
berdasarkan penugasan dari Presiden.  
Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan, Menteri Keuangan 
melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya.  
Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan 
intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas 
dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. 
Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka 
penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. 
Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam 
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang 
didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. 
Audit terdiri atas: audit kinerja; dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja merupakan 
audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang 
terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit 
yang tidak termasuk dalam audit kinerja.  
Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian 
sebagai auditor. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan 
kelulusan program sertifikasi. Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi ditetapkan oleh 
instansi pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan. 
Untuk menjaga perilaku pejabat disusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah. 
Pejabat wajib menaati kode etik.Kode etik disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu 
pada pedoman yang ditetapkan pemerintah. 
Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, 
disusun standar audit. Setiap pejabat wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit. Standar 
audit disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh 
pemerintah. 
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Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib 
membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah 
yang diawasi. 
Dalam hal BPKP melaksanakan pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum Negara 
laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara 
dan kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi. 
Secara berkala, berdasarkan laporan dimaksud, BPKP menyusun dan menyampaikan 
ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara. 
Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Inspektorat Jenderal atau nama 
lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat 
Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada 
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dan 
tanggung jawabnya dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 
Untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala 
dilaksanakan telaahan sejawat. Pedoman telaahan sejawat disusun oleh organisasi profesi auditor. 
Aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan 
obyektif. 
Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern 
melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan 
menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan. 
Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi 
sebelum disampaikan gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 
Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah 
kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 
BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan 
Menteri Keuangan kepada Presiden. 
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan standar reviu atas laporan 
keuangan dimaksud ntuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu atas laporan 
keuangan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. 
c. Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
 
Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi: penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan 
SPIP; sosialisasi SPIP; pendidikan dan pelatihan SPIP; pembimbingan dan konsultansi 
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SPIP; dan e. peningkatan kompetensi auditor aparat  pengawasan intern pemerintah. 
Pembinaan penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan 
keuangan daerah yang efektif, efisien dan bebas korupsi diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh 
unsur aparat pengawasan intern pemerintah yang terdiri atas: BPKP; Inspektorat Jenderal atau nama 
lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat 
Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan dengan penuh konsekuen dan konsisten Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2008 
Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.  
Terjadinya kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan ketidakpatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan berkenaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang 
menimbulkan kerugian terhadap Keuangan Negara/Daerah sebagaimana dikemukakan di atas, tiada lain 
dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengendalian internal sebagaimana diamanahkan 
Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2008. 
Karena itu, untuk mendapatkan penilaian yang Wajar Tanpa Pengecualian terhadap 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), maka Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Kalimantan Barat, harus benar-benar 
menyajikann dan mengungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi 
keuangan dalam laporan keuangan daerah mereka agar dapat digunakan oleh para pengguna laporan 
keuangan dan dinilai sesuai standar penilaian oleh BPK RI. 
 
Kesimpulan 
Upaya meningkatkan fungsi pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih 
efektif, efisien dan bebas korupsi ke masa depan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh unsur aparat 
pengawasan intern pemerintah yang terdiri atas: BPKP; Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara 
fungsional melaksanakan pengawasan intern; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota, 
agar dengan sungguh-sungguh melaksanakan secara konsekuen dan konsisten Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2008 Tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.  
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